
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah - daerah Kabupaten Da1am Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundaog-Undangan { Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5224; 

4. Undang-Undang Namor 6 Tahua 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lodonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Namm 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah [Lembaran >;egara Republik Indonesia Tahun 201-l 

Menimbang a. bahwa guna peningkatan pelaksanaan tugas pemerintahan, 
pembangunan dan lremasyarakatan Desa berdasarkan 
ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintab Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagarmana telah dlubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peramran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
rentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa. ketentuan mengenai tata cara 
penga1okasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan 
Bupati ini; 

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
da1am huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Petunjuk Tekois Alokasi Dana Desa d1 Kabupaten Jepara 
Tahun Anggaran 2019; 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNlS ALOKASI DANA DESA 01 KABUPATEN JEPARA 
TAHUN ANGGARAN 2019 

NOMOR 58 TAHON 2018 

PERATURAN BUPATI JEPARA 

BUPATI JEPARA 
PROVINS! JAWA TENGAH 



Nomor 244, Tambabao Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undaog Nomor 9 Tabun 2015 tentang 
Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 
tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndooesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraruran Pemenntah Nomor 55 Tabun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 45751: 

7. Peraturan Pemerintab Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembarao 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintab Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539), sebagaimaoa teJab diubah deogan Peraturan Pemerintab 
Nomor 47 Tabun 2015 rentang Perubabao Atas Peraturan 
Pemerintab Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksaoaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Telmis Peraturan di Desa ( Serita Negara 
Republik lndonesia Tabuo 2014 Nomor 2091 ); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembanguoan Desa ( Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 201.! ~omor 2094 ); 

l l. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Keweoangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan 
Kewenangan Lokal Berska1a Desa ( Serita Negara Republik 
1ndonesia Tahun 2015 Nomor 158 ); 

12. Peraruran Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Tata Tenib dan Mekaoisme Pengambilao Keputusan 
Musyawarah Desa ( Berna Negara Republik Indonesia Tabun 
2015 Nomor 159 ); 

13. Peraturan Menteri D-ilam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan ~uangan Desa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 '.omor 611) ; 

14. Peraturan Supati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
Penghasilan Tetap , -anjangan, dan Penetimaan Lain yang 
Sah Bagi Petioggi dan :>erangkat Desa ; 

15. Peraturan Daerab ~ten Jepara Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Anggaran ?encapatan clan Belaoja Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun Angga.-an 2019 ( Lembaran Daerab Kabupateo 
Jepara Tabun 2016 o::-.or 13 ): 
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5. Dinas Sosial. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang 
selanjutnya disebut Dinsospermades adalah perangkat 
Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 
dan pelaksanaan lrebijakan daerah di bidang sosial, 
pernberdayaan masyarakat dan Desa. 

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjumya disebut Desa, adalab kesatuan 
masyarakat hukura yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang unruk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, .a.e;,entingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional yang: dialrui dan dihormati dalam sistem 
pemerinta.han Negara ~an Republik Indonesia. 

7. Pemerinta.han Dcsa ail"l"h penyelenggaraan urusan. 
pemerintahan dan .epentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerint:aba .. •;egara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Kepala Desa yang se..anjumya disebut Petinggi adalab pejabat 
Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang. rugas dan 
kewajiban untuk m~enggarakan rumah tangga Desanya 
dan melaksanakaz, .:..gas dari Pemerintah dan ?eme:rmtah 
Daerah. 

9. Selcretaris Desa seia JUtn}'a disebur Ca.rik adalab ~ 
Desayang berkedud:::kan sebagai unsur pimpinan sekreta.I:a:: 
Dess yang menJaiarka::1 ruga.s sebagai koord.matm- wm 

sebagai unsur 
yang memimpin 

yang menjadi 

1. Daerah adalah Kabuparen Jepara. 
2. Pemerintab Daerah adalah Bupati 

penyelenggara Pernerinta.han Daerah 
pelaksanaan urusan pemerintahan 
kewenangan daerah oronom. 

3. Bupati adalah Bupan Jepara. 
4. Pejabat Pengelola Keaangan Daerah adalah Kepala Satuan 

Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan Af>BD dan bertindak sebagai 
bendahara umum daerab. 

Dalam Peraturan Bupan mi yang dimaksud dengan: 

Pasal 1 

BAB t 

KETENTUAN UMUM 

MEMU'l'USKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PE'l'UNJUK TEKNlS ALOKASJ 
DANA DESA 01 KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2019. 

16. Peratura.a Bupati Jepe.ra Nomor 52 Tahun 2018 tenrang 
Pedoman Pengelola.an Keu.angan Desa ( Berita Daerab 
Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53 ), 

- .j - 

Menetapkan 



10. Peme:rintab Desa ada,ab Petinggi yang dibanru perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

11. Badan Pemusyawanuan Desa, selanjutnya disingkat BPD, 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan 
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Dess 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. 

12. Peraturan Desa adalab peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Petmggi setelah dibahas dan disepakati 
bersam.a BPD. 

13. Keuangan Desa adalab semua hak dan kewajiban dalam 
.rangka penyelenggaraan pemerinrahan desa yang dapat 
dinilai dengan uang termasuk clidalamnya segala bentuk 
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajlban desa 
terse but. 

14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan 
desa, 

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 
selanjutnya clisebur RPJMDes adalah adalab Rencana 
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) 
tahun. 

16. Rencana Kerja Pemerintab Desa, selanjutnya disebut 
RKPDes, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka 
wakru 1 (satu) tabun. 

17. Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa, selanjutnya 
disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan desa yang clibabas dan disetujui bersama oleh 
pernerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan 
desa. 

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya dislngkat DPA 
adalab dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan 
pembiayaan yang cligunakan sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran oleh pengguna anggaran. 

19. Pemegang Kekuasaau Pengelolaan Keuangan Desa, yang 
selanjutnya disingkat PKPKD, adalab Petinggi yang karena 
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelolaao keua:ngan Desa. 

20. Pelaksana Pengelolaao Keuangan Desa, yang selanjutnya 
diaingkat PPKD, adalab pera:ngkat Desa yang melaksaoakao 
pengelolaan keuangao Desa berdasarkan keputusan Petinggi 
yangmenguasalrao sd>agian kekuasaan PKPKD. 

21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalab 
dana perimbangan yang berasal dari Auggara:n Pendaparao 
dan Belanja Daerah Kabuparen Jepara yang bersumber dari 
bagian dana perimbangao keuangan pusat dan daerah yang 
diterima oleh. Kabuparen untuk Desa. 

22. Jum)ab Desa adalab jumlah Desa yang ditetapkan o!eh 
Menteri Dalam Neges, 



(2J ADD sebagaimana drmaksud pada ayat (1) ditetapk:an aleh 
Bupati. 

Keterangan: 
W = jurnlah total ADD Kabupareo 
X '"' jumlah ADD setiap desa. 
Y = jumlah rata-rata ADD setiap desa ( 60 % darijumlah total 

ADD Kabupatcn) setelah clibulatkan dalamribuan 
z = jumlab proporsionaJ ADO setiap desa ( 40 % dari jumlah 

total ADD Kabupaten] setelah dibulatkan dalam rlbuan 
E = skor oilai darijumlab A - B.,. C-1- D pcrdcsa 
A = rasio jurnlah penduduk setiap Desa terhadap iotal jumlah 

pcnduduk Desa kabupaten yang bersangkutan 
B - rasio luas wilayah desa terhadap luas wilayah kabupaten 

yang bersangk.utan 
C • rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terbadap total 

jumlah pcnduduk rmskm kabupaten yang bersangkutan 
D rasio tingkat kesulltan geografis setiap dcsa mengacu 

pada indeks : 
- desa tingkat kesulium rendah, dengan indek.s 6 
- desa tingkal kcsulitan sedang, dcngnindeks 7 
- dcsa tiogkat kesullta:o tinggi, dengan indeks 8 
- desa tingk:at kesuhtan sangat tinggi, dengan indeks 9 

Kriteria tingkat kesulitan gcografis: 
- Rendah : Sarpras baik, dekal dari Ibukota kab/kec dan transportast 

lebih baik, 
-Scdang : Sarpras cukup, tidak terlalu jauh dari ibukota kab/kec dan 
transpcnasl cuku p sulil.. 

-Tlnggi : Sarpras kurang, jauh dari ibukota l<ab/kec dan uaosponasi 
le.bih sulit daripada kritena rendah dan sedang. 

- Sangar Tioggi : Sarpras kurang, lcbib jaub dari ibukota kab/ keC' dan 
transportasi lebih sulit danpeda kriteria tinggi. 

X = Y+Z 
Y = ( W x 0,6 I : Jnrnlab desa 
Z = E lit W lit 0,4 
E =- A+B+C+D 

4 

(1) ADD clihitung secara berkeadilan berdasarkan: 
a. 60"/o {enam puluh persen) dibagi secara merata di seluruh 

Desa. 

b. 40"/o (empar puluh _persen) Alokasi yang dihitung 
memperhatikanjumlab penduduk, angka kerniskinan, luas 
wilayah dan tingkat kesulitan geografis. 

c. formulasi pengb.itungan sebagaimana dlmaksud huruf b 
didasarkan pada ketentuan sebagai berikut : 

Pasal2 

BAB If 
PENGHITUNGAN ADD 

23. Petunjuk Teknis ADD adalah pokok-pokok kebijakan yang 
harus diperhatikan dan dipedomani oJeh Pemerintab Desa 
dalam penggunaan, penyaluran, pengelola, pertanggung 
jawaban, dan pelaporan ADD. 

- ;j - 



Pasal 6 
Paling sedikit 70 °,{, !ruj;.Ji puluh persen] darijumlah total belanja 
Desa yang tercantuza APBDes digunakan unmk menunjang 
Pelaksanaan Pe115e enggaraan Pemerintahan Desa, 

PasaJ 5 
Penggunaan ADD sebagaimana di:maksud dalam Pasal 3 dan 
Pasal 4 tidak boleh mciebihi 30 % (tiga puluh persen) darijumlah 
total belanja Desa 1-clll& -=ntum dalam APBDes. 

Pasal 4 

(1) Sisa ADD yang dipergunakan untuk penghasilan tetap 
Petinggi dan Perangkat Desa, dapat digunakan untuk 
membiayal kegiatan, sebagai berikut : 
a. tunjangan Asuransi Kesebatan dan ketenagakerjaan bagi 

Petinggi dan Perangkat Desa; 
b. tunjangan lainya bagi petinggi & perangkat desa; 
c. perneliharaan sarana ciao prasarana Kantor Desa; 
d. operasional pemenntah desa, antara lain ATK, keperluan 

rutin penyelenggaraan pemerintahan dan perneliharaan 
kantor; 

e. tunjangan & operasional anggota.BPD; 
r, lnsentif RT & RW 
g. menunjang program pemerintah sesuai ketentuan 

peru.ndang-undanga:n berlak:u. 
(2) Besa.ran tunjanga:n & operasional anggota BPD sebagaimana 

dirnaksud ayat (1 huruf e diberikan sesuai kemampuan 
keuangan desa. 

(1) Penghasilan temp ~rmggi dan perangkar Desa diaaggarkan 
dalsm APBDesa yang bersumber dari ADD 

(2) ADD dipergunakan untuk penghasilan tetap Petinggi dan 
Perangkat Desa dengan perhirungan sebagai berikut : 
a. ADD yang bcrjumlah lrunmg darl Rp 500.000.000,- (lima ratus 

juta rupiah) digunalam maksimal 60% (enam pulub persen]; 
b. ADD yang berjumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan Rp 700.000.000,- jtujuh rams juts rupiah) 
digunakan antara Rp 300.000.000,· (tiga ratus juta rupiah} 
maksimeJ 500/o (llina puluh persen): 

c. ADD yang berjuroJab lebih dart Rp 700.000.000,- (tujuh ratus 
juts rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,- (sembilan ratus 
juts rupiah) digunakan antare Rp 350.000.000,- [tiga ratus lime 
puluhjma rupiah} rnaksfmel 400A. (empat puluh persen]; 

d. ADD yang berjnrolah lebih dari Rp 900.000.000,- (sembilan 
ratus juta rupiah) dlgunakan antara Rp 360.000.000,· (Lige 
ratus enam pulub Juts rupiah) makslmal 30% jtiga pulub 
persen). 

(3} Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 
mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, 
kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis. 

(4) Besaran penghasilan tetap (Siltap) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 
10 Tahun 2015 tentang penghasilan tetap, tunjangan, dan 
penerimaan lain yang sab bagi petinggi dan perangkat desa 
beserta per:u bahannya 

?asal 3 



Pembangunan Cesa. ':Jemhinaan Kemasyarakatan Desa, dan 
kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, anr.ara lam sebagai 
berikut:: 
a. menunjang kegiaraa Sistem Keuangan Desa berbasis 

apllkasi, pembuatan website Desa / Sistem Informasi Desa 
(STD), pembelian modem, domain template dan hosting 

b. perencanaan clan pembuatan gambar desain pembangunan 
infrastruktur/sarana dan prasarana ling.kungan fisik di Desa; 

c. pembangunan infrastrukt:ur / sarana dan prasarana 
ling.kungan fisik di Desa dan sarana prasana lainaya; 

d. kegiatan menunjang .Musrenbangdes, Penyusunan RPJMDes 
clan RKPDes, APBDes serta LKPJDes, LPPDes, dan LKPPDes; 

e. pendataan Profil Desa, Data Sta.tistik Desa dan Data Swadaya 
Masyarakat Desa: 

f. pembuatan sarana dan prasarana pelayanan kantor desa, 
pembangunan dan/atau rehab Kantor Desa dan Balai Desa; 

g. pembuatan data dinding, papan mcnografi struktur 
organisasi dan kelengkapan administrasi Desa dsb; 

h. pembiayaan untuk sarana dan prasarana pendidikan, 
keagamaan dan penbadatao; 

I. kegiatan Usaha Ekonomi Desa Produktif / Pemberdayaan 
masyarakat / BUMDes dan usaha ekonomi desa lainnya; 

j. menunjang operasional pelaksana kegiatan pemberdayaan 
masyarakal / Kader Pem berdayaan Masyarakat Desa, dan 
konsultan pembimbing; 

k. menunjang kegiat.an PKK Desa. LKMD, RT, RW, Bulan Bhakti 
Gotong Royong, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang 
Lain, diantaranya lembaga keagamaan; 

I. Menunjang kegiatan pengislan perangkat dan pemberian tali 
asih I uang duka bagi aparatur Pemerint.ah Desa; 

m. menunjang kegiatan karang taruna, kepemudaan dan olah 
raga; 

n. menunjang Kegiaran yang menjadi prioritas Desa. Promosi 
Potensi Desa dan atau Pelestarian Budaya Lokal; 

o. meounjang Kegiatan Keamaoan dan ketertiban masyarakat / 
Kamtibmas; 

p. menunjang kegiatan perlindungan masyarakat f Linrnas, 
antara lain pakaian seragam, sarana prasarana dan 
operasional: 

q. meounjang Kegiatan Pemilihan Pet:inggi dan BPD; 
r. menunjang kegiaran bidang kesehata.n antara lain : Pokja 

Posyandu, Posyandu Penanganan Oizi Buruk, PSN, FKD, 
Desa Siaga AktiI, Operasional Poliklinik Kesehatan Desa 
(PKD), Kader Keseharan Desa dan Sub l{linik Desa (S'KD); 

s. menunjang kegiat:an bidang keluarga berencana antara lain 
kampung KB dan operasional Kader Keluarga Berencana ( 
KKBK); 

t, menunjang kegiatan Pengarusutamaan gender, 
pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan 
masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa 
penyandang ctisabilitas. 

u. menunjang kegiatan ketahanan pangan, antara lain : 
optimalisasi pemanfaaran pekarangan untuk ketahanan 
pangan sena operasional penyaluran banruan rastra &. 
bant:uan pangan aon 11I1aJ; 

v, menunjang Kegiatan ?enanggulangao Bencana. keoasaran 
dan Penanganan ~..mgsi f sarans handy talk·y dll t; 

... 



Pasal 10 
Untuk melakukan pengelolaan keuangan Desa Petinggi 

Guna mencairl<an ADD seuap Desa harus mempunyai rekening 
bank atas oama Pemerinlah Desa di Bank Pemerintah. 

Pasal 9 

( 1) RAPBDes yang telah disepakatl bersama oleh Petinggi dan 
BPD dildrimkan kepada Ca.mat unruk dilakukan evaluasi. 

(2) Setelab Peraturan Desa tentaog APBDes diundangkan dalam 
Lembaran Desa maka Petinggi menyusun Peraturao Petinggi 
tentang Penjabaran APBDes dan menyusun DPA atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

(3) Dalam pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Desa dapat 
membentuk Tim yang melibatkan unsur Perangkat desa, 
anggota Lembaga Masyarakat Desa dan/atau masyarakat 
deogan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan Desa masing 
rnasing. 

Pasal 8 

(3) Petinggi rnenyampaikan RAPBDes kepada BPD untuk 
dibahas dan mendapar kesepakatan bersa.ma. 

(1) Petioggi sebagai Pemegang Kekuasaan Peogelolaan dan 
pertanggungjawaban peoggunaan ADD. 

(2) Petinggl rnenyusun RAPBDes berdasarkan RKPDes sesuai 
RPJMDes. 

BAB ID 
PELAKSANAAN 

w, rnenunjang Penangg:, ;angan kerusakan lingkungan ludup 
clan pemhangunan 3.mk Sampab di Desa; 

x, menunjang ~ Perungkatan Kapasiras SOM aparai, 
Pemerfntahan Desa & Lembaga Kemasyarakatan Desa 
(pelatihan/ Bintek 'workshop/ sejenisnya); 

y. menunjang penangggulangan kemiskinan; 
z, menunjang Kegiaran Kelompok lnformasi Masyarakat 

( KIM ) berskala Desa 
a.a. menunjang lomba produk unggulan; 
bb. pengadaan tanah dan, atau Sertifikasi tanah - tanah Desa 

untuk menunjang fasihtas atas Pemerintahan Desa sebagai 
aset Desa; 

cc. menuojang pengelolaan kearsipao Desa; 
dd. menunjang Kegiatan penyelenggaraan Pemeriotahan Desa, 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, 
pemberdayaan lainnya yang bermanfaat terhadap 
peningkatan kemampuan, kesejahteraan dan kemanctirian 
masyarakat serta menunjang program pernerintah sesuai 
ketentuan perundang-undangan berlaku. 

Pasal 7 



(lj Mekanisme pengajuaa ADD sebagai berilruc: 
a. Berkas pennohac.an penyaluran ADD dikirimka.n setiap 

minggu pen.am.a d.a::i kedua tiap buleonya. 
b. Petinggi mengajuzan permohonan penyalurao ADD kepada 

Bupati cq ~- Pengelola Keuangan Daerab melalu.i 
Camat setdah :nendapat Surat Penganrar dan 

Pasal 12 

(1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dad 
Rekening Kas Umum Daerab untuk selanjutnya ke Rekening 
Kas Umum Desa. 

(2) Penyaluran ADD dapar dilakukan secara bertahap setiap 
bulan sebesar 1 / 12 satu perdua betas) dari pagu alokasi. 

(3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 
dlkecuallkan bagi Desa lunas Pajak Bumi Bangunan, 
sekaligus mengajukan penyaluran 100% [seratus persen) 
paling cepat pada bulan agustus. 

(4) Penyaluran ADD yang pertama kali sebagaimana yang di atur 
pada ayat (21 dilakukan setelah Petinggi menyampaikan: 

a. Peraturan Desa mengenai RPJ MDes, RKPDes dan APBDes. 
b. Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APBDes. 

c. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran 
sebelum:nya. 

d.Petinggi menyampaikan Peraturan Desa dan laporan 
realisasi sebaga:imana dimaksud pada huruf a, huruf b dan 
huruf c kepada Bupati melalui Camat. 

(51 Khusus pengajuan penghasilan tetap (siltap) dan rutin 
mengikat, dapar dilakukan pengajuan pencairan paling 
banyak 2 kali tanpa memperhatikan ketentuan sebagaimana 
dimaksud ayat (41 huruf a dan huruf b tetapi tetap memenuhi 
ketentuan peraruran perundang-undangan dalam 
penghitungan pengaasilan tetap (siltap) dan rutin yang 
mengikat serta melampirkan Peraturan Petinggi tentang 
Penghasilan Tetap 

(6) Penyaluran ADD tahap selanjutnya dilakukan setelah 
Petinggi rnenyampa•kan laporan realisasi penggunaan ADD 
sebelumnya kepa.da Bupati melalui Camat. 

(7) Rinoian ADD yang ditcrima Desa setiap tahun dianggarkan 
dalam APBDes. 

BAB TV 

TAHAP PENY AWR.-'..N DAN MEKANISME PENY Al.URAN 

menguasa.lcan kepada PPKD yang terdiri darl Carik, Kaur clan 
Kasi serta Kaur Keuangan dengan Kepurusan Petinggi. 

Pasal 11 



(1) Petinggi menyampaikan laporan .realisasi penerimaan kepada 
Bupati setelab menerima ADD yang telah dipindahbukukan 
dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa 
melalui Carnal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraru.ran 
Bupati ini, 

(2) Petinggi dengan dikoordinasika.n oleh Camat setempat 
menyampaikan lapwan realisasi penggunaan ADD pada 
setiap akhir Penyalumn sebagaimana te:rcantum dalern 
Lampiran il yang merupakan bagian tid.ak terpfsabkao dari 
Peraturan Bupan mr 

(3) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan penggunaan 
ADD sebagaimao.a diroaksud pada ayat (11 dan (2) sebagai 
persya:rat.an unruk penyalurao ADD selanjutnya, 

(4) Bukti pengeluaran Bukti fisik SPJ d.an Bukti Penggunaan 

BABV 
PELAPORAN DAN PERTANOGUNGJAWABAN PENOGUNAAN ADD 

Dinsospennasdes 

c. Permohonan sebag;,:rnana dimaksud pada buruf a dengan 
melampirkan: 
l. rencana penggunaan ADD. 
2. bukti k:uitansi yang sah. 
3. pakta integmas, pernyataan tanggungiawab mutlak 

yang ditandatangani oleh Petinggi dengan materai 
Rp 6000,·. 

4. foto copy KTP Petinggi, bend[ahara Desa dan rekening 
buku kas Desa. 

d. Tim Pembina Kecarnatan melakukan penelitian 
kelengkapan persyaratan sebagairnana dimaksud pada 
huruf c dalam bentuk chek list. 

e. setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, Camat 
.membuar surar pengantar penyaluran ADD dan 
meneruskan pe:rmohonan yang disertai berkas 
sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Bupati cq 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 

f. berdasarkan permohonan penyalu.ran ADD yang dilengkapi 
dengan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf d, 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan jumlah 
dana yang diajukan. 

(2) Pengambilan dana ADD disesuaikan dengan Anggaran tiap 
kegiatan yang ada di DPA Desa atau dokurnen lain yang 
dipersamakan, diajukan oleh Petinggi kepad.a Bank setelah 
mendapatkan surat pengantar dari Camat. 

(3) Segala penggunaan ADD menjadi tanggungjawab 
Pemerintahan Desa. 

PasaJ 13 



(1) Monitoring sebagaimana dimaksud daiam pasal 15 huruf d 
dapat dilakukan t:erhadap; 
a. penerbitan Peramran Petinggi maupun Keputusan Petinggi 

tentang pengelolaa.n keuangan ADD 
b. penyaluran ADD c.ri rekening kas Desa kepada pelaksana 

kegiatan. 

c. penyampaiao lapanm realisasi pe1aksa:naan ADD. 
d. sisa lebib penggt -av, anggaran (SiLPA) ADD. 

PasaJ 16 

Togas, kewenangan dan kewajiban Tim Pembina Tingkat 
Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah: 

a. mendampingi Pemerint:a.han Desa dalam musyawarab. 
perencanaan ADD dan penyusunan RPJMDes, RKPDes, 
RAPBDes, APBDes, Penjabaran APBDes dan DPA at.au 
dokumen lain yang dipersamakan; 

b. melaksanakan penelitian terhadap berkas permohonan 
penyaluranADD yang diajukan oleb Pemerintab Desa; 

c. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam 
pengelolaan ADD; 

d. melakukan pembinaan. monitoring dan evaluasi pengelolaan 
administrasi keuangan ADD. 

e. menerima laporan berupa rekapitulasi atas penggunaan ADD 
Desa setiap bulan, 

f. menyampaikan Rekapiwlasi Laporan bulanan Peoggunaan 
ADD Kepada Bupati, 

Pasal 15 

Guna pengoptimalan dan peningkatan kinerja pengelolaan ADD, 
maka dibentuk Tim Pembina Tingkat Kecamatan yang ditetapkan 
dengan Keputusan Camat dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten 
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB VJ 
PEMB!NAAN DAN PENGAWASAN 

keua:ngan ADD hams mendapat pengesahan oleb Carlk atas 
kebenaran materiil , ang timbul dari penggunaao bukti 
dimaksud sebag;n doi<uroen yang disimpan di Desa dan 
dfpertanggungjawahkan seca.ra mutlak oleb Pemerintah Desa 
tentang kebenaran do...-umen tersebut. 

(5) Bukti fisi.k dan bulm penggunaan keuangan ADD sebagai 
bahan pemeriksaan oleh lembaga pengawas fongsional dan 
lembaga pengawas lainoya. 

(6) Peti.nggi penerirna ADD bertanggungjawab secara formal dan 
material atas peogelolaan ADD. 

. 11. 

Pasal 14 



( l) Sanksi administast diberikan oleh Bupati dalam bal 
Pemerintah Desa tidak melaksanakan penyaluran ADD 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3). berupa 
penundaan penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa 
bersangkuran. 

(2) Bupati dapat mengurangi pe:nyaluran ADD dalam hal 
ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan 
sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) tidak wajar, yaitu 
berupa sisa ADD melebihi 300/o ( tiga pulu.b persen ) dari ADD 
yang diterima Pemermzah Desa, 

BAB VII 
SANKSJ ADMINlSTRASI 

Pasal 19 

(1) Pengawasan penggunaan ADD bisa dilaksanakan oleh BPD, 
masyarakat, Lembaga Fungsional dan lembaga pengawasan 
lalnoya; 

Pasal 18 

Togas, kewenangan clan kewajiban Tim Pembina Tingkat 
Kabupaten sebagaimaoa diroaksud dalam Pasal 14, adalab: 

a. melakukao pembinaan dan fasilitasl serta menyusun 
pedoman pengelolaan ADD; 

b. melaksanaan sosialisasi pengelolaan ADD; 

c. melakukan fas!UtasJ pemecahan masaJab dalam pengelolaan 
ADD yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Kecamatan; 

d. memberikan rekomeodasi penyelesaian masalah dala.m 
pengelolaan ADD; 

e. melaporkan pelaksanaan cugas kepada Bupati. 

Pasal 17 

121 Evaluasi sebagaimana dJroaksud pasal 15 huruf d dapat 
dilakulam terhadap 
a. perh.itungan rencana peoggunaan ADD. 

b. realisasi administrasi penggunaan ADD. 

(3) Hasil pemaotauan dao evaluasi .meajacli dasar 
penyernpurnaan kebi.Jakan dan perbaikan pengelolaan ADD. 

menjacli 
rangka 

(2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) 
dasar pembahasan musyawarah Desa dalam 
penggunaan keuangan Desa. 

- '12. 
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Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 26 Desember 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

AHMAD MARZUQI 

BUPATI JEPARA, 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 26 Desember 2018 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangao 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita 
Daerah Kabupaten Jepara. 

BAB VU 

KETENTUAN PENUTUP 
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